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PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN 
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
 (STUDI PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD) 
Oleh : 
Gressye Junita Malutu  
yunita.malutu8697@gmail.com 
Dosen Pembimbing : Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, SE.,M.Ak.,Ak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja pemerintah daerah 
Kabupaten Kepulauan Talaud di bidang pendidikan dan penanggulangan kemiskinan. 
Metode dan alat ukur yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif kualitatif. 
Alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola 
keuangan daerah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. 
Analisis rasio keuangan tersebut untuk efektivitas merealisasikan pendapatan daerah, 
kemandirian pemerintah daerah, efisiensi keuangan daerah dalam mengalokasikan 
pengeluaran yang dibelanjakan, keserasian pemerintah daerah untuk memprioritaskan 
alokasi belanja daerah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Talaud. Data yang di analisis berupa Laporan Realisasi APBD 
Tahun 2016-2018. Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskina Pada kabupaten 
Kepulauan Talaud dengan menggunakan data dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial 
dan Badan Pusat Statistika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja 
pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud masih belum optimal dalam 
mengalokasikan dana keuangan. Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada 
jenjang Sekolah Dasar (SD) mengalami peningkatan  dari tahun ke tahun, namun 
pada jenjang SMA mengalami penurunan, dan di kemiskinan Kabupaten Kepulauan 
Talaud selama tahun 2016-2018 terus mengalami penurunan. 








THE ASSESSMENT OF THE LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE IN 
EDUCATION AND POVERTY MANAGEMENT 
(A STUDY ON TALAUD ISLANDS REGENCY) 
By: 
Gressye Junita Malutu 
yunita.malutu8697@gmail.com 
 
Advisor:  Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, SE.,M.Ak.,Ak 
The objective of this study is to assess the performance of local government in 
education and poverty management in Talaud Islands Regency. This research applies 
qualitative descriptive approach where the financial ratio analysis on Local 
Government Budget (APBD) is used to measure the financial performance of local 
governments in managing regional budget. The financial ratio analysis aims for the 
effectiveness of regional revenue realization, the independence of regional 
governments, the efficiency of regional budgeting, and setting reasonable budget 
allocation. The data to analyze is the Local Government Budget realization report in 
education and poverty management between 2016 and 2018, acquired from 
Education Authorities, Social Service and Statistics Central Agency. The results 
indicate that the local government of Talaud Island regency has not optimally 
allocated the budget. It reveals that, despite the major improvement in primary 
education, there is a constant deterioration in secondary education and poverty in the 
regency between 2016 and 2018. 





BAB I  
PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang  
Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan Kabupaten perbatasan yang ada di 
Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaud beribukotakan di kecamatan 
Melongguane. Daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km dan luas wilayah 
daratan 1.251,02 km. Berpotensi dari segi kelautan dan perikanan dari pada 
Kebupaten lain di Provinsi Sulawesi Utara. Gambaran awal mengenai APBD 
Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana pendapatan asli daerah masih belum optimal 
dikarenakan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki tempat wisata yang dapat 
menghasilkan pendapatan namun pemerintah masih belum bisa mengalokasikannya 
dengan maksimal, dimana kontribusi pendapatan pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Talaud terbesar berasal dari dana perimbangan. (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 
2018) 
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019, pada 
Tahun 2009 proporsi Belanja Langung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung 
dengan persentase 52,49%, namun Tahun 2010 sampai Tahun 2012 proporsi Belanja 
Tidak Langsung mencapai 57,07% atau lebih besar dari Belanja Langsung. Hal ini 
disebabkan dalam Belanja Tidak Langsung ada peningkatan yang signifikan terutama 





desa. Dapat digambarkan secara signifikan pencapaian kinerja keuangan daerah pada 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menerepkan otonomi daerah  hanya 
memperlihatkan perbandingan bukan penilaian. 
Sebagaimana yang terdapat dalam  Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
masyakarat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas 
Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan 
otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asa otonomi. Daerah otonom 
selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – 
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri dan aspirasi masyarakat 
dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, 
wajar bila otonomi daerah memiliki arti sebagaimana mendekatkan kebijakan dengan 
aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Dengan kata lain, aspirasi masyarakat akan 
mudah ditangkap dan dikonversikan oleh pembuat kebijakan menjadi sebuah 
kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Terdapat pula wewenang dan 
tanggung jawab pemerintah daerah untuk secara aktif dan langsung mengupayakan 
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran daerah serta peranan pembangunan 
daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 





daerah bertujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi dari penduduk dalam segala 
proses kegiatan pembangunan. Agar dapat mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu 
melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dalam 
aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), dan aspek kesejahteraan 
ekonomi (berdaya beli).  
Mega (2011), dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan daerah yang 
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan 
kinerja pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. APBD 
merupakan instrument kebijakan bagi pemerintah daerah yang baik untuk penilaian 
secara internal maupun yang berkaitan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
meningkatkan pendidikan dalam  pengentasan kemiskinan. 
Mardiasmo (2002:169), penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan 
sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas yang telah diterapkan pada lembaga 
perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya 
pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada 
kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam 
pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektiv, efisien, dan 
akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu 
dilaksanakan. 
Halim (2007), menyatakan bahwa ada beberapa rasio yang dapat digunakan 





antara lain: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, 
dan Rasio Pertumbuhan. Rasio Kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian 
keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio 
Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target 
pendapatan daerah. Rasio Keserasian untuk mengetahui bagaimana pengalokasikan 
dana belanja daerah pada belanja aparatur daerah dan belanja palayanan publik. Rasio 
Pertumbuhan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam 
mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebelumnya. 
Namun  dari hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan di 
Kabupaten Kepulauan Talaud masih belum optimal di karena kemampuan pemerintah 
daerah dalam mencapai target pengalokasian dana pendapatan dan belanja daerah 
pada pelayananan publik/pelayanan untuk masyarakat belum sepenuhnya dirasakan 
masyarakat, dapat dilihat anggaran belanja  pendidikan dimana program wajib belajar 
9 tahun yang seharusnya membantu masyarakat dalam mengurangi beban biaya 
pendidikan tidak sepenuhnya dialokasi dan direalisasikan dengan baik, akibatnya 
masyarakat lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya dan 
memfokuskan untuk bekerja demi mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga 
menurunkan Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni pada jenjang 
tertentu, sedangkan untuk Program Rumah Tak Layak Huni (RTLH), anggaran yang 
terealisasikan sudah memenuhi target, namun dari hasil observasi dilapangan ternyata 





anggaran. Secara umum pemerintah tidak memberikan manfaat yang merata kepada 
masyarakat.   
Selain dengan Rasio Keuangan penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian 
terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Kepulaun Talaud dengan memfokuskan 
penelitian pada dinas pendidikan, dengan menggunakan metode Public Expenditure 
Tracking Survey atau Survei Penelusuran Belanja Publik (PETS) merupakan salah 
satu dari sekian banyak alat akuntabilitas publik yang pernah dipraktikkan di banyak 
negara.  
Odah (2014) Public Expenditure Tracking Survey adalah alat /metodologi yang 
digunakan untuk melacak aliran sumber daya publik (termasuk SDM, keuangan, atau 
benda/in-kind) dari struktur pemerintah paling atas hingga ke tingkat penyedia 
layanan (misalkan puskesmas). Keunggulan dari metode ini yaitu mampu memetakan 
aliran sumber daya atau keuangan dari tingkat tertinggi hingga terendah. 
Belva (2019), Pendidikan di Indonesia ada 50 juta pelajar artinya Indonesia 
adalah negara dengan sistem pendidikan terbesar ke 4 di negara dunia. Namun sistem 
pendidikan Indonesia merupakan salah satu yang paling tertinggal di dunia. Rangking 
tahun 2012 menunjukan bahwa sistem pendidikan di Indonesia diukur dari tiga score 
mata pelajaran science, mathematics, dan reading menempati urutan kedua terbawa 
di dunia dan banyak yang menganggap bahwa pendidikan hal tertinggal hanya pada 
daerah tertentu saja. Tapi penelitian dari Harvard University, untuk setara dengan 





tahun untuk mengejar ketertinggalan. Sedangkan Menurut Prof. H. Madmud Yunus 
dan Martinus Jan Langeveld mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan 
sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan 
meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa 
mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-cita yang paling tinggi, agar anak tersebut 
memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat 
bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. 
Kualitas suatu bangsa dalam mengurangi kemiskinan tersebut ditandai dan 
diukur dari kemajuan pendidikannya. Dengan ini diharapkan dapat mengetahui faktor 
– faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan dapat memberikan upaya yang 
dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memperbaiki 
kinerja keuangan untuk  mengatasi kemiskinan. 
Data Badan Pusat Statistika Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, jumlah 
penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Talaud pada persentase penduduk miskin 
di Tahun 2018 adalah sebasar 9,50% mengalami penurunan dibandingkan Tahun 
2017. Garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2018 adalah 
sebesar Rp 265.839,00 yang merupakan batas minimum pendapatan untuk di 
kategorikan sebagai penduduk tidak miskin. Ini menunjukkan jumlah penduduk di 
Kabupaten Kepulauan Talaud menurun sekitar 1,05% dari Tahun 2017. Meskipun 
jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Talaud menurun tetapi masih 
belum berhasil mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu 





termasuk di sektor pubilk untuk peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, 
khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu alat ukur 
yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola 
kuangan daerah adalah dengan melakukan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD 
yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.    
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk menganalisis lebih 
lanjut terkait Kabupaten Kepulauan Talaud, peneliti melakukan pembahasan lebih 
mengenai “PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG 
PENDIDIKAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  (STUDI PADA 
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)” 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diuraikan permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam 
mengalokasikan dan merealisasikan anggaran dana daerah ? 
2. Bagaimana kinerja dan pencapaian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 
dalam meningkatkan kemajuan  pendidikan ? 
3. Bagaimana kinerja dan pencapaian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 





1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi 
tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam 
mengalokasikan dan merealisasikan anggaran dana daerah. 
2. Untuk mengetahui upaya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 
dalam meningkatkan kemajuan pendidikan  
3. Untuk mengetahui upaya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud  
dalam mengatasi kemiskinan. 
1.4 Manfaat Penelitian  
Dengan melakukan penelitian ini, maka ada beberapa manfaat yang diharapkan 
dapat diperoleh yaitu: 
1. Bagi Penulis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan 
memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai Teori 
Akuntansi Sektor Publik serta dapat menggaplikasikan Teori Akuntansi Publik  
yang didapati dalam bangku kuliah ke lingkungan yang sebenarnya dilapangan 
untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan mampu memberikan pandangan 
terkait dengan proses kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran 






2. Bagi Instansi  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kinerja 
keuangan daerah dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memahami kondisi kuangan daerah, agar supaya 
dapat merumuskan strategi kebijakan yang sesuai dan tepat untuk meningkatkan 
kinerja pengelolaan keuangan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten 







BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Akuntansi Sektor Publik  
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik  
Halim (2014:251), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sektor publik 
adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola oleh 
pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan 
masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sedangkan Bastian (2007), 
menyatakan bahwa sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang 
umumnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan sudut pandang politik, 
administrasi publik, sosiologi, hukum dan ekonomi sering mengakibatkan tumpang 
tindi batasan. 
Halim (2014), mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai suatu kegiatan 
jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantatif terutama yang bersifat keuangan 
dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan dan ekonomi yang nalar dari 
pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Pemerintah 
yang dimaksudkan dapat mencakup Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 
Sedangkan menurut Bastian (2007), Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi dana 
masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik 
dan Analisis Akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Definisi 





masyarakat bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi 
sektor publik dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. 
Pengertian diatas dapat disimpulkan Akuntansi Sektor Publik adalah Akuntansi 
terkait informasi keuangan untuk mengelola urusan-urusan yang berkaitan dengan 
publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak politik yang dapat di 
pertanggungjawabkan dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langkah dan 
alternatif pengunaan.  
2.1.2 Prinsip Sistem Akuntansi Sektor Publik 
Bastian (2007), persyaratan Akuntansi Sektor Publik telah ditentukan dalam A 
manual for Government Accounting dan United National Organization (PBB) 
sebagai berikut :  
1. Sistem Akuntansi membantu proses pemeriksaan dan penyajian informasi yang 
akan diperiksa.  
2. Sistem Akuntansi seharusnya selaras dengan pengawasan administratif terhadap 
dana, kegiatan, manajemen program, pemeriksaan internal dan penilaian kinerja.  
3. Sistem Akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan Perundang-undang 
dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya.  
4. Sistem Akuntansi seharusnya selaras dengan klasifikasi anggaran sehingga fungsi 
penganggaran dan Akuntansi saling melengkapi dan teritegrasi. 
5. Rekening dikaitkan dengan jelas pada objek, tujuan penerimaan, tujuan 





2.1.3  Variasi Akuntansi Sektor Publik  
1. Akuntansi Dana  
Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh 
organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan 
penggunaan dalam arti, dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau 
aktivitas tertentu yang kadang merupakan syarat dari pihak ekstrenal yang merupakan 
penyedia dana 
2. Akuntansi Anggaran  
Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi 
sektor publik khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya 
dengan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik adalah untuk 
menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan 
pertanggungjawaban.  
3. Akuntansi Komitmen  
Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki 
komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti transaksi tidak diakui 
ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima 







2.1.4 Basis Akuntansi Sektor Publik  
Basis Akuntansi Sektor Publik adalah himpunan dari standar Akuntansi yang 
menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan 
pelaporan pencatatan Akuntansi yaitu, : 
1. Basis Kas  
Basis Kas mengakui dan mencatat transaksi keuangan yang berfokus pada saat kas 
diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran ini pada saldo kas dan perubahan saldo 
kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dengan kas yang dikeluarkan. 
Lingkup Akuntansi berbasis ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran 
kas, beberapa karakteristik basis kas adalah : 
a. Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan pada peraturan lainnya.  
b. Menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan.  
c. Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima atau dibayarkan. 
d. Mengukur aliran sumber kas.  
2. Basis Modifikasi Kas 
Modifikasi kas mirip dengan dasar kas dalam mengakui dan mencatat transaksi di 
saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaannya adalah pada basis modifikasi kas, 
pembukuan masih dibuka sampai jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Adapun 
karakteristik dari basis modifikasi kas adalah : 
a. Arus kas pada awal periode pelaporan yang telah di pertanggungjawabkan pada 





b. Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu 
tertentu setelah tahun buku.  
c. Penerimaan kas dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode perpanjangan 
tersebut berasal dari transaksi sebelumnya diakui sebagai pendapata dan 
pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya.  
3. Basis Akrual  
Basis akrual mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat 
terjadi atau pada saat perolehan. Elemen dasar akrual adalah aktiva, kewajiban, 
pendapatan, dan biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus pada pengukuran sumber 
daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.  
4. Basis Modifikasi Akrual  
Basis modifikasi akrual mengakui transaksi pada saat kejadian transaksi tersebut. 
Pada basis modifikasi akrual, aktiva berwujud dibebankan pada saat pembelian 
elemen yang diakui adalah aktiva, keuangan, kewajiban utang atau aktiva keuangan 
netto, pendapatan, dan pengeluaran modifikasi akrual. Kelemahannya adalah tidak 
dapat memberikan pelayanan jasa publik. Beberapa karakteristik dari basis modifikasi 
akrual yaitu : 
a. Asset fisik dibiayakan pada saat pembelian. 
b. Seluruh asset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar akrual. 





2.2. Tingkat Pendidikan  
2.2.1 Pengertian Pendidikan  
Pendidikan merupakan hal yang penting baik negara yang sudah maju maupun 
negara-negara yang sedang berkembang. Bagi negara maju, pendidikan digunakan 
sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas hidup para warga negaranya. 
Sedangkan bagi negara-negara yang sedang berkembang, pendidikan dilaksanakan 
sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan mereka di kancah internasional 
sehingga mereka dapat disejajarkan dengan negara-negara maju.       
Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan Pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan 
pada pasal 1 ayat (2) Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 





Martiarini (2016), kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan dari keberhasilan 
peserta didik memahami pelajaran, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk 
mengendalikan diri sehingga perilaku tidak mengarah pada penyimpangan yang 
bersifat amoral. Kualitas hasil belajar peserta didik terkait erat dengan kemampuan 
pengajar dalam menyampaikan pesan-pesan moral dalam setiap proses pembelajaran, 
mengingat kemajuan jaman juga diikuti pula dengan meningkatnya perilaku kriminal. 
Menurut Wardani (2011), dalam sebuah ulasan kritisnya tentang meningkatnya 
perilaku criminal dan amoral, menyatakan bahwa ada sebuah konsep timur yang 
sudah lama lahir dan lebih tepat untuk diterapkan oleh pengajar dalam proses 
pengajaran di Indonesia untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, yaitu 
sistem among yang terdiri dari : ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, 
tutwuri handayani. Sistem Among adalah cara untuk mendidik yang dipakai oleh 
konsep perguruan Tamansiswa. Among atau ngemong bermakna memberi kebebasan 
kepada anak didik untuk bergerak menurut kemauannya, tetapi pamong/guru akan 
bertindak jika ternyata ada perilaku atau sikap anak didik yang dirasa akan 
membahayakan keselamatannya 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Formal terdiri 
atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi. Tiga tingkat 
Pendidikan antara lain sebagai berikut :  
a. Pendidikan Dasar 
Pendidikan Dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang 





Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) atau bentuk lainnya yang sederajat. 
b. Pendidikan Menengah  
Pendidikan Menengah merupakan lanjutan dari Pendidikan Dasar. Pendidikan 
Menengah terdiri dari Pendidikan Menengah Umum dan pendidikan Menengah 
Kejurusan, yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah 
Kejurusan (SMK). 
c. Pendidikan Tinggi  
Pendidikan Tinggi merupakan jenjang Pendidikan setelah Pendidikan Menengah 
yang mencakup Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan 





2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan  
Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang RI No 20 
Tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Cakap, Kreatif, Mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
Trumbull dan Fisch (2011), merangkum beberapa penelitian yang dilakukan oleh 
Reese dkk pada tahun 1995,Li pada tahun 2002, dan Trumbull dkk pada tahun 2002 
mengenai perbedaan cultural di tiga kelompok siswa imigran Amerika Latin, China, 
dan Amerika-Eropa di Amerika. Hasilnya adalah, peserta didik imigran Amerika 
Latin dan China menunjukkan persamaan, bahwa selain menjadi anak yang pandai 
mereka berharap dapat menjadi “anak yang baik” di sekolah, yaitu anak yang paham 
tentang konsep moral. Sebaliknya untuk para peserta didik dari kelompok Amerika-
Eropa lebih berorientasi menjadi “anak yang pandai”, mereka tidak terlalu peduli 
dengan persoalan moral. Perbedaan orientasi ini menurut Trumbull dan Fisch (2011) 
disebabkan oleh latar belakang keluarga, siswa imigran Amerika-Latin dan China 
berasal dari keluarga dengan pola interaksi kolektif sedangkan siswa Amerika-Eropa 
berasal dari keluarga dengan pola interaksi yang lebih individual. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut tampak bahwa ada persamaan antara pola interaksi pada siswa 





Dari paparan tersebut diatas tampak bahwa perlu adanya upaya mengintegrasikan 
nilai-nilai Pendidikan Karakter ke dalam kehidupan siswa di sekolah, baik di dalam 
kelas maupun di luar kelas, baik di dalam mata pelajaran maupun diluar mata 
pelajaran. Sudah saatnya penilaian prestasi siswa tidak hanya didasarkan pada 
seberapa tinggi nilai pelajaran Matematika atau Bahasanya saja, tetapi juga penilaian 
terkait komponen sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa siswa yang 
bersangkutan memiliki karakter yang kuat. Penelitian yang dilakukan oleh Benninga, 
Berkowitz, Kuehn, dan Smith (2003) menunjukkan bahwa pada sejumlah Sekolah 
Dasar di California, tuntutan sekolah kepada murid bukan sekedar memiliki prestasi 
akademik yang tinggi saja, melainkan juga memiliki karakter positif yang kuat, hasil 
riset menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki karakter positif yang kuat 
cenderung akan berorientasi pada capaian prestasi akademik yang tinggi, tidak peduli 
berapa besar skor IQ yang dimilikinya. Dengan kata lain, karakter yang positif dan 
kuat lebih berpengaruh terhadap kesuksesan akademik dari pada potensi kecerdasan 
semata. Sekolah sebagai institusi formal memegang peran yang sangat penting, mulai 
dari sekolah yang mengakomodir siswa-siswanya yang berada pada usia dini, sampai 
dengan di Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu  perlu mengeksplorasi apakah nilai-nilai 
yang telah ditetapkan dalam KBKK (Kurikulum Berbasis Kompetensi dan 
Konservasi) juga telah dimunculkan pada pendidikan di level Sekolah Dasar, 
mengingat upaya mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak akan lebih 
mudah terwujud jika penanaman nilai yang hendak dicapai telah diterapkan sejak 
dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan Karakter yang 





2.2.3 Indikator Pendidikan  
Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program 
Pendidikan adalah melihat penduduk yang melek huruf, partisipasi sekolah dan 
tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penduduk yang melek huruf adalah 
persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca atau menulis 
huruf. Keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan selain angka melek huruf 
ialah angka partisipasi sekolah. Dimana partisipasi sekolah mencerminkan persentase 
banyaknya penduduk yang masih bersekolah pada kelompok umur disetiap jenjang 
Pendidikan, kelompok umur tertentu yang masih bersekolah, sehingga dapat 
digunakan sebagai monitoring keberhasilan program 9 tahun. Tinggi rendahnya 
angka partisipasi sekolah sangat bergantung pada banyaknya penduduk yang 
melanjutkan pendidikan/bersekolah.  
Indikator lain yang dapat menilai keberhasilan pembangunan di bidang 
Pendidikan ialah indikator kualitatif pada negara maju, dimana tingkat pendidikan 
merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kualitas penduduk suatu 
negara. Dimana negara-negara maju secara umum penduduknya sudah memiliki 
kesadaran tinggi akan arti penting pendidikan dan penguasaan IPTEK. Hal tersebut 
dilihat dari angka partisipasi belajar penduduk negara-negara maju yang sangat 
tinggi. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di negara maju di tunjang oleh Sistem 
Pendidikan yang baik dan anggaran pendidikan yang tinggi dari pemerintah. Tingkat 
Pendidikan di negara maju sudah sangat tinggi, hampir seluruh penduduk bisa 





gratis kepada seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas di negara maju juga sudah tersedia 
lengkap. Sistem Pendidikan yang digunakan lebih menekankan pada kecakapan hidup 
dan kemandirian peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi di negara maju sudah berkembang dengan sangat pesat. Negara maju 
memiliki ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu. Para ilmuwan ini diberikan fasilitas, 
seperti laboratorium lengkap dengan standar gaji yang tinggi sehingga bisa 
melakukan inovasi, hasil-hasil inovasi sangat bermanfaat diberbagai bidang, seperti 
produksi, militer, ruang angkasa, kedokteran, maupun pengembangan ilmu 
pengetahuan. Seperti pada sistem pendidikan di jepang, Rahmad Assegaf 
memaparkan bahwa Taman Kana-Kana (TK) di Jepang menerima murid berusia 3 
tahun sampai 5 tahun untuk lama pendidkan 1 sampai 3 tahun. Anak usia 3 tahun 
diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, sedangkan anak yang berusia 4 
tahun mengikuti pendidikan selama 2 tahun dan bagi pendaftar usia 5 tahun hanya 
menempuh pendidikan prasekolah selama 1 tahun. Ini betujuan untuk mengasuh 
anak-anak usia dini dan memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa 
anak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain: (1) Merancang pendidikan 
yang mengembangkan fungsi tubuh dan jiwa secara harmoni melalui pembiasaan 
pola hidup yang sehat, aman, dan menyenangkan; (2) Menumbuhkan semangat 
kemandirian, kehidupan berkelompok yang penuh dengan kegembiraan dan 
kerjasama, (3) Mengenalkan kehidupan sosial dan membina kemampuan 
bersosialisasi; (4) Mengarahakan pengunaan bahasa dengan benar serta 
menumbuhkan minat berkomunikasi dengan sesama; (5) Mengarahkan minat untuk 





2.3 Kemiskinan  
2.3.1 Pengertian Kemiskinan  
Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu 
adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan 
dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung. Nampak pengaruhnya 
terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka 
yang tergolong sebagai orang miskin (Suparlan,2004:315). 
Menurut Ritonga (2003:1), memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah 
kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga 
sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi 
kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan 
dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kebutuhan sosial yang 
diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
secara layak. Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi 
dimana seorang atau sekelompok, laki-laki dan perempuan, yang tidak mampu 
memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan 
yang bermatabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi, terpenuhinya kebutuhan 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya 
alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan 





2.3.2 Indikator Kemiskinan  
Menurut Badan Pusat Statistika (2010), penempatkan perhitungan garis 
kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 
7.057 per orang per hari penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut 
berdasarkan dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan 
dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 
kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan 
makanan meliputi pengeluran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.  
Sedangkan menurut ukuran World Bank  menempatkan standar kemiskinan 
berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang 
dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka 
ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang per hari. 
2.3.3 Kriteria Kemiskinan  
Pemerintah menggunakan acuan dari BPS tentang 14 (empat belas) kriteria 
keluarga miskin, yaitu: 
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal tersebut dari tanah/bamboo/kayu murahan. 
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas 
rendah/tembok tanpa diplester. 
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain. 





6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.  
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.  
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 
11. Tidak sanggup mambayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.  
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha. 
Buruh tani, nelayan, buruh banguanan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya 
dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya 
SD. 
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai Rp500.000, 
seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang 
modal lainnya.  
2.3.4 Pengaruh Realisasi APBD terhadap Kemiskinan Masyarakat  
APBD adalah salah satu kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain 
mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran 
pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Pengeluaran 
pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi distribusi yang 
salah satu fungsinya yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap 





Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh 
masyarakat berhubungan langsung dengan beberapa besar jumlah pengeluaran 
pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum yang diperlukan, 
jadi semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan 
kesehatan maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik pula 
kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk bidang pendidikan dan 
kesehatan yang ada. 
Pendidikan yang baik akan meningkatkan kapasitas serta berperan membuka 
peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Lanjouw 
dkk, 2001). Ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan 
kualitas pembangunan manusia.  
Pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan daerah yang didapatkan dari 
pengelolaan sumber daya dan bantuan dari pemerintah yang berupa dana 
perimbangan khususnya DAK, diharapkan dapat mendorong peningkatan alokasi 
dana untuk mesejahterakan masyarakat. Pengalokasian dana belanja modal untuk 
kesejahteraan khususnya pada bidang pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.  
Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah 
harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh 
karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan 





peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan 
manusia yang diharapkan.  
2.4. Kinerja Keuangan Pemerintah   
2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan  
Bastian (2001:329), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 
visi dan misi organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja 
merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.  
Menurut Inpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah, menjelaskan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 
sasaran, tujuan, misi, visi, dan organisasi.  
Menurut Halim (2007:23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak 
dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik 
berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum 
dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain 
sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Dari definisi 
tersebut dapat disimpulkan, yaitu : 
1. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan 





rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, 
dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan 
daerah. 
2. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber 
penerimaan daerah, seperti : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan 
milik daerah, dan lain-lain atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan 
lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang 
ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.  
2.4.2  Pengukuran Kinerja  
Mohamad Mahsun (2006: 25), secara umum istilah kinerja digunakan untuk 
menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. 
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 
atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 
organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bisa 
diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria 
keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan 
atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja 
seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok 
ukurnya. Sedangkan pengertian pengukuran kinerja menurut Whittaker dalam Bastian 
(2001:330), menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen 





     Pengukuran kinerja  juga merupakan alat yang dapat digunakan oleh manajemen 
untuk : 
1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas  
2. Menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran oleh manajemen atas 
program-programnya.  
3. Mengolah program secara efisien  
4. Menyediakan data dalam pelaksanaan fungsi pengendalian program  
5. Membuat kebijakan anggaran  
6. Mengelola dan mengukur hasil program  
7. Umpan balik bagi manajemen dalam rangka meningkatkan kinerjanya dimasa 
yang akan datang.  
8. Mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dipercayakan kepada 
manajemen.  
2.4.3  Indikator Kinerja  
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan 
tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan 
memperhitungkan elemen-elemen indikator kinerja. Elemen indikator terdiri dari lima 
elemen yaitu : 
1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 





dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan 
perundang-undangan dan sebagainya. 
2. Indikator keluaran (ouput) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari 
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran ini 
harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi, untuk kegiatan yang 
bersifat penelitian, indikator kinerja berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi 
ilmiah. Indikator ini, misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, 
ketetapan dalam memproduksi barang atau jasa.  
3. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan keluaran 
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Dengan indikator outcome ini 
organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk 
output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan 
kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak, Misalnya : tingkat kualitas produk 
dan jasa yang dihasilkan, produktivitas para karyawan atau pegawai. 
4. Indikator Manfaat (benefit) adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dari 
pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk 
dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi 
dan waktu). Indikator manfaat ini, misalnya : tingkat kepuasan masyarakat, tingkat 
pertisipasi masyarakat.  
5. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun 
negatif  pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 
Dalam indikator ini, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi 





Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatam pendapatan 
masyarakat.  
2.4.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik  
Bastian (2007:275), menyebutkan beberapa manfaat pengukuran kinerja baik 
untuk internal maupun ekstrenal organisasi sektor publik, yaitu:  
1. Memastikan pemahaman para pelaksana akun ukuran yang digunakan untuk 
pencapaian kinerja. 
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan 
rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.  
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana 
yang telah diukur sesuai dengan sistem pengkuran kinerja yang telah di sepakati. 
5. Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki 
kinerja organisasi. 
6. Mengidentifikasikan apakah kepuasan sudah terpenuhi. 
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.  
9. Menunjukkan peningkatan perlu dilakukan. 





2.4.5 Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD  
Analisis keuangan menurut Halim (2007:231), adalah usaha mengidentifikasi ciri-
ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada 
sektor publik khususnya terhadap APBD perlu dilaksanakan dalam rangka 
pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektiv, efisien dan 
akuntabel.  
Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingka hasil yang 
dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat 
diketahui kecendurungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara 
membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah 
tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah 
relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut 
terhadap pemerintah daerah lainnya.  
Manurut Halim (2007:232) ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk 
mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut : 
1. Rasio Kemandirian Daerah  
Rasio kemandarian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat 
yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan 
daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan 





                 
                      
                       
       
Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan 
pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. 
Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam 
membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. 
Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut  
Paul Harrey dalam Halim (2001:188) antara lain : 
1. Pola hubungan instruksif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari 
pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi 
daerah). 
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai 
berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi 
daerah. 
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, 
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu 
melaksanakan urusan otonomi daerah. 
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada 
karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan 





Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan 
daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut : 
 
Tabel 2.1  
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah  
Kemampuan Daerah  Kemandirian (%) Pola Hubungan  
Rendah Sekali  0 - 25 Instruktif 
Rendah  25 - 50  Konsultatif 
Sedang  50 - 75 partisipatif 
Tinggi  75 - 100 Delegatif  
 
2. Rasio Efektivitas PAD 
Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan 
target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah, Halim (2007:234), yang 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
                  
                        
                        
      
Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang 
semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 
Tahun 1996 dalam Melisa Anastasia (2012:82) tentang pedoman penilaian dan 
kinerja keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada 






Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan  
Efektivitas (%) Kriteria 
Diatas 100 Sangat efektiv 
90 – 100 Efektiv 
80 – 90 Cukup Efektiv  
60 - 80  Kurang Efektiv  
Dibawah 60  Tidak Efektiv 
 
3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah  
Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total 
realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima, 
Halim (2007:234). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah 
semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa 
besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya yang 
diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya 
tersebut efisien atau tidak.  
Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil 
merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan, 
namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan 
untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada 





Menurut Halim (2007:234), rumusan untuk menghitung tingkat efisiensi 
penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut : 
                
                             
                                  
      
Tabel 2.3  
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan  
Efisiensi  (%) Kriteria 
Diatas 100 Tidak Efisien 
90 – 100 Kurang efisien 
80 – 90 Cukup Efisien  
60 - 80  Efisien   
Dibawah 60  Sangat  Efesien 
 
4. Rasio Keserasian  
Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan 
alokasi dananya pada belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung secara 
optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk 
belanja tidak langsung daerah berarti persentase belanja langsung yang digunakan 
untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. 
Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja tidak langsung daerah 
maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat 
dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi 
yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio keserasian 





                             
                           
                    
      
                        
                     
                   
       
5. Rasio Pertumbuhan  
Halim (2001:272), mengemukakan rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur 
seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan 
meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, 
yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut : 
                   
                                          
                     
      
Dalam menganalisis rasio pertumbuhan pendapatan perlu mempertimbangkan 
kontribusi komponen pendapatan, sehingga dapat diketahui kontribusi utama 
pendapatan. Komponen dari pendapatan adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana 
perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah 
yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan pendapatan 
daerah adalah besarnya pertumbuhan PAD. Semakin besar kontribusi PAD 
menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang baik dan sebaliknya. 
Hal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menganalisa rasio pertumbuhan 
pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah rasio pertumbuhan 
belanja daerah. Dengan analisis rasio pertumbuhan belanja daerah dapat mengukur 
sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya yang 
dilakukan selama periode tertentu. Dalam pertumbuhannya diharapkan belanja 





langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang 
telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan 
masyarakat.  
 2.4.6  Kinerja Pelaksanaan APBD 
Dasar hukum pengelolaan keuangan termasuk Pengelolaan Pendapatan Daerah 
sebagai landasan utama kebijakan umum pemerintah ialah :  
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional. 
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah.  
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan daerah.  
Kebijakan pemerintah yang bersifat khusus di bidang pendapatan daerah, landasan 
hukumnya ialah:  






b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan arah kepada 
Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya menggali potensi sumber 
penerimaan yang optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi 
Pembangunan Daerah.   
2.5 Public Expenditure Tracking Survey atau Survey Penelusuran Belanja Publik 
(PETS) 
Odah (2014) Public Expenditure Tracking survey (PETS) merupakan salah satu 
dari sekian banyak alat akuntabilitas publik yang pernah dipraktikkan di banyak 
negara. Public Expenditure Tracking Survey adalah alat /metodologi yang digunakan 
untuk melacak aliran sumber daya publik (termasuk SDM, keuangan, atau benda/in-
kind) dari struktur pemerintah paling atas hingga ke tingkat penyedia layanan 
(misalkan puskesmas). Keunggulan dari metode ini yaitu mampu memetakan aliran 
sumberdaya/keuangan dari tingkat tertinggi hingga terendah. Metode PETS ini 
sebenarnya sangat bermanfaat sebagai langkah awal menginisiasi akuntabilitas 
publik, dimana masyarakat akan tahu apakah dalam program-program pemerintah 
terdapat kebocoran anggaran yang bisa ditindaklanjuti kemudian. Akan tetapi, hal ini 
menjadi cukup sulit dilakukan karena meskipun di Indonesia telah dikeluarkan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada 





masih sulit didapatkan atau bahkan masyarakat tidak mengetahui sama sekali 
program pembangunan yang ada di wilayahnya. Birokrasi yang berbelit-belit, OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) yang sulit ditemui, dan sistem arsip yang kurang baik 
menyebabkan data sulit diperoleh.  
Oleh karena itu, hasil refleksi yang bisa dilakukan agar metode ini dapat 
digunakan dengan baik dan memperoleh hasil maksimal, diperlukan sebuah wacana 
terlebih dahulu/audiensi dengan dinas-dinas terkait tentang kegiatan yang akan 
dilakukan dan meminta komitmen dari mereka untuk bekerja sama dalam 
memberikan data. Jika melihat kembali pada pentingnya akuntabilitas publik, 
seharusnya pemerintah/OPD mau bekerja sama untuk mendorong transparansi, 
karena tujuan utama dari transparansi adalah terciptanya pelayanan publik yang 
memiliki performa sosial yang tinggi.  
Dengan dukungan Bank Dunia, metodologi PETS dikembangkan dan diterapkan 
di sektor pendidikan dasar pada tahun 1996, tujuannya adalah mengukur proporsi 
dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang sampai ke sekolah-sekolah dasar, 
jangkauan kebocoran, serta merekomendasikan cara-cara untuk mengurangi 









METODE PENELITIAN  
3.1 Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penulis 
menggunakan metode ini dengan tujuan menyajikan data yang berhubungan dengan 
situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejalah di masyarakat, hubungan 
antar variable, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, 
perbedaan antar fakta. Penelitian ini terbatas pada perhitungan dengan target Realisasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja pada dinas-dinas tertentu seperti Dinas 
Pendidikan, Dinas Sosial dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya dari hasil perhitungan besaran dan 
persentase tersebut, penulis menggunakan pemikiran logis untuk mengetahui dan 
memecahkan masalah yang diteliti dengan memaparkan data yang diperoleh dari 
pengamatan lapangan dan pengamatan kepustakaan, kemudian dianalisis dan 
diinterprestasikan untuk dapat memberikan kesimpulan.  
3.2 Lingkup Penelitin  
Penelitian ini dibatasi pada pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan 
evaluasi rasio keuangan, tingkat pendidikan, dan persentase kemiskinan penduduk di 
Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan data time series, dimana 
lebih menekankan pada data penelitian yang berupa data rentetan waktu yaitu data 





3.3 Jenis Data dan Sumber Data  
Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan 
atas dua jenis yaitu : 
1. Data Primer  
Data primer merupakan sumber  data yang diperoleh langsung dari sumber asli 
(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 
individual atau kelompok dengan aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. 
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah dinas-dinas yang terkait 
seperti, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah. Dimana dinas tersebut memiliki arsip yang dapat mendukung proses 
penyelesaian permasalahan penelitian, maka dinas tersebut dijadikan sebagai 
informasi.  
2. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara 
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 
sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang diperoleh dari dinas-dinas atau 
instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut : 
a. Data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah  Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016-
2018 
b. Data Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Pendidikan dan 





c. Data jumlah penduduk miskin, data ketenaga kerjaan, dan data pendidikan  Tahun 
2016-2018 yang bersumber dari Badan Statistika Daerah Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
Memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa teknik 
pengumpulan data : 
a. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa data sekunder yang 
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah, dan Badan Pusat Statistika Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. 
b. Wawancara atau Interview  
Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan 
pertanyaan kepada staf ataupun kepada masyarakat secara langsung. Metode ini 
dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang berhubungan dengan 
pengelolaan keuangan dan pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Talaud dan juga mampu memberikan data yang berkaitan dengan 





3.5  Metode Analisis Data  
Data yang diperoleh dari peneliti baik penelitian kepustakaan maupun penelitian 
yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan 
menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian di 
deskirpsikan sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan keadaan 
sebenarnya. Analisis data penelitian ini juga terdiri dari deskripsi rinci tentang kinerja 
keuangan pemerintah, tingkat pendidikan, dan tingkat kemiskinan di Kabupaten 
Kepulauan Talaud. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sudah sejauh 
mana pelaksanaan kinerja keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan negara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun tahapan metode analisis 
dalam penelitian ini, yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan Rasio Keuangan 
dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung Rasio Keuangan dari 
Realisasi Anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran 
untuk Tahun Anggaran 2016-2018 yang dilakukan dengan cara : 
A. Menghitung Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepualauan Talaud. 
Data yang terkumpul dan sudah dinilai serta diukur, kemudian data dianalisis agar 
hasil penelitian mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain 
secara sistematis sebagai berikut : 
1. Melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan tersebut dengan cara 
membandingkan dari tahun ke tahun dengan tujuan untuk memperoleh suatu 





2. Menilai kondisi keuangan Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan rasio-rasio 
yang telah ditentukan sebagai indikator penilaian atas pengukuran kinerja 
pemerintah. 
B. Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Talaud. 
Penulis mengadaptasikan analisis data yang dikemukakan oleh Mega dalam 
Meloeng (2004:248), antara lain : 
1. Mencatat dan menganalisis catatan lapangan. 
2. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasi, dan membuat ikhtisarnya. 
3. Berpikir dengan jalan membuat kategori data agar mempunyai makna, mencari 
dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum.  
 Teknik analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang benar-benar 
tepat dalam menjawab rumusan masalah. Pemilihan data dimaksudkan agar data yang 
tidak berkaitan dengan rumusan masalah dihilangkan, sehingga fokus penelitian 
terjaga.  
C. Metode Public Expenditure Tracking Survey atau Survey Penelusuran Belanja 
Publik (PETS). menggunakan metode Public Expenditure Tracking Survey atau 
Survey Penelusuran Belanja Publik (PETS) merupakan salah satu dari sekian 
banyak alat akuntabilitas publik yang pernah dipraktikkan di banyak negara. 
Public Expenditure Tracking Survey adalah alat /metodologi yang digunakan 
untuk melacak aliran sumber daya publik (termasuk SDM, keuangan, atau 
benda/in-kind) dari struktur pemerintah paling atas hingga ke tingkat penyedia 





memetakan aliran sumberdaya atau keuangan dari tingkat tertinggi hingga 
terendah. Dengan dukungan Bank Dunia, metodologi PETS dikembangkan dan 
diterapkan di sektor pendidikan dasar pada tahun 1996. Tujuannya adalah 
mengukur proporsi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang sampai ke 
sekolah-sekolah dasar, jangkauan kebocoran, serta merekomendasikan cara-cara 















BAB  IV  
PEMBAHASAN  
4.1. Gambaran Umum 
 Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan Kabupaten perbatasan yang ada di 
Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaud beribu kotakan di kecamatan  
Melongguane. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas 
lautnya sekitar 37.800 km dan luas wilayah daratan 1.251,02 km yang  berpotensi 
dari segi kelautan dan perikanan dari Kabupaten lain di Sulawesi Utara. Kabupaten 
Kepulauan Talaud merupakan pemekaran dari Kabupaten Sangihe (pada saat itu 
masih Kebupaten Kepulauan Sangihe Talaud), berdasarkan Undang-Undang No. 8 
Tahun 2002. Terdapat tiga pulau utama di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pulau 
Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan. Kabupaten Kepulauan Taluad 
memiliki perbatasan yang mana sebelah utara berbatasan dengan Republik Filipina (P 
.Mindanau), sebelah timur berbatasan dengan Laut Pasifik, sebelah selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut 
Sulawesi. 
Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki pertumbuhan yang signifikan pada sektor 
angkutan kota dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor 
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sementara sektor yang lain 
peningkatannya masih relatif kecil bahkan ada kecendurungan menurun. 





rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelaku ekonomi lebih cenderung menunggu 
sampai kondisi stabil dengan tingkat suku Bunga bank yang terjangkau, terutama 
sekali bagi pengusaha yang mempunyai modal kecil sehingga industri rumah tangga 
yang banyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami kesulitan untuk 
meneruskan usahanya. Namun lebih dari itu Kabupaten Kepulauan Talaud juga 
memiliki kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai 
adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai.  
Sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan potensi untuk 
dapat menggerakkan pembangunan daerah. Namun sebaliknya menjadi permasalahan 
apabila kualitas sumber daya manusia masih rendah. Jumlah penduduk yang besar 
dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan sangat mendukung 
pemerintah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah penduduk 
Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2016-2018 : 
Tabel 4.1  
Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016-2018 (jiwa) 












                  Data diolah Tahun 2019 : Badan Pusat Statistika 
Berdasarkan pada tabel 4.1 Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud dari 
Tahun 2016-2018 mengalami pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya.  Badan 





penduduk Tahun 2010 yang menghasilkan informasi bahwa jumlah penduduk 
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 sebanyak 90,678 jiwa.  
4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Talaud  
     Visi : 
   “ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Rukun Dan Damai, 
Bebas Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme” 
     Misi .:  
     Dengan Mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Talaud maka Misi Pembangunan 
Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan sebagai berikut : 
1. Mambangun pemerintahan yang bersih dan beribawa yang berorientasi pada 
layanan masyarakat.  
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang berdayaguna dan berorientasi pada 
keahlian, profesional, “The right man of the right place” 
3. Mengembangkan manajemen pendidikan yang berkualitas dengan berorientasi 
pada pengangkatan sumber daya manusia. 
4. Membangun sistem pelayanan kesehatan yang murah, cepat, ramah, dan 
manusiawi. 
5. Membangun percepatan dan peningkatan infrastruktur 
6. Meningkatkan peran agama, adat, budaya dalam rangka menciptakan masyarakat 





4.2. Kinerja Keuangan  
4.2.1. Analisi Kemandirian Keuangan Daearah (Otonomi Fiskal) 
Analisis Kemandirian Daerah (otonomi daerah) terhadap Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daearh (APBD) bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah 
daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber 
pendapatan yang di perlukan daerah. Analisis kemandirian keuangan daerah (otonomi 
fiskal) yang dilakukan terhadap Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Taulaud Tahun Anggaran 2016-2018, bertujuan untuk mengetahui pola 
hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta kemampuan 
keuangan tentang Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah. Berikut ini rasio 
kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk 
Tahun Anggaran 2016-2018. 
                   
                      
                      
     
Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio kemandirian keuangan 









Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 
Tahun Anggaran 2016-2018 
Tahun  Pendapatan Asli Daerah  Total Pendapatan  
Kemandirian  
% 
2016 29.604.217.935,00 798.195.837.433,00 3,70 
2017 22.922.644.452,00 858,409.289.856,00 2,67 
2018 23,866,863.507,88 825.152.279.447,88 2,89 
Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020) 
Berdasarkan Hasil pada Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa rasio kemandirian 
keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2016, 2017, 
dan 2018 adalah sebesar 3,70%, 2,67%, dan 2,89%. Diketahui bahwa pola hubungan 
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan 
daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2016, 2017, dan 2018 
berada pada tingkat kemandirian dengan interval 0-25%. Ini berarti bahwa 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai pola hubungan instruktif, 
dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah 
daerah.  
Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya untuk 
terus meningkatkan pandapatan asli daerah yang dimiliki dibandingkan pada periode-
periode sebelumnya, dapat dilihat dari perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan 
Talaud, total pendapatan asli daerah terus mengalami peningakatan. Sehingga akan 
mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang berasal dari 





 Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa PAD berperan penting dalam 
meningkatkan kemandirian kuangan daerah. Menurut Dwirandra (2008), dalam 
kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, 
mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. 
Pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator untuk 
mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat yang 
pada prinsipnya semakin besar PAD dalam APBD akan menunjukkan semakin kecil 
ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi.       
Namun apabila pendapatan daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka akan berdampak rugi bagi 
masyarakat sekitar dan dunia usaha, yang akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi 
dan kesejahteraan masyarakat akan melemah karena adanya faktor pemungutan pajak 
yang tinggi yang dibebankan pada masyarakat. Sehingga pemerintah daerah harus 






4.2.2. Analisis Tingkat Efektivitas PAD 
Tingkat efektivitas dari PAD dapat diketahui dengan menggunakan rasio 
efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target atau anggaran 
yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234). Rasio efektivitas 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dihitung sebagai berikut :  
                   
                        
                       
     
Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio efektivitas PAD  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada table 4.3 
Tabel 4.3. 
Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapat Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016-2018 













Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020) 
Berdasarkan Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Tahun       
Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2018 secara berturut-turut adalah sebesar 
120,64 %, 44,50%, dan 68,80%  dimana realisasi total PAD Tahun Anggaran  2016 
berada diatas Anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan Tahun 2016  
realisasi lain-lain PAD yang  jauh berada diatas Anggaran yang ditetapkan dan Tahun 





dengan rasio interval  pedoman penilaian dan kinerja keuangan maka tingkat 
efektivitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2016 
sangat efektiv, karena berada pada interval diatas 100% pada Tahun Anggaran 2017 
dan 2018 tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kurang 
efektiv, karena  pada interval 60-80%.  
Namun peningkatan PAD yang diupayakan dari pajak dan retribusi daerah, dengan 
ini tidak menambah beban  bagi masyarakat. Permasalahan utama dalam upaya 
peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud  adalah pertumbuhan 
dan perkembangan dunia usaha. Dengan harapan secara bertahap pertumbuhan 
ekonomi mengalami peningkatan, dengan adanya pola kerjasama dan kemitraan 
swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan. Penetapan target PAD 
berdasarkan perhitungan potensi rill yang berkembang di masyarakat dengan 





4.2.3. Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah 
Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan 
rasio efisiensi,  yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi 
pengeluaran (Belanja Daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 
2007:234). Analisis efisiensi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk 
mengatahui seberapa besar efisiensi dari suatu kegiatan pelaksana atau proyek dengan 
melakukan perbandingan antara output/pengeluaran dengan input/masukan. Rasio 
efisiensi Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dihitung sebagai beriku : 
                
                             
                                 
     
Untuk melihat dan membandingkan antara rasio efisiensi keuangan daerah 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada tabel 4.4 . 
Tabel 4.4 
Rasio Efeisiensi Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 
2016-2018 
Tahun Total Realisasi Belanja 
Daerah 















Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020) 
Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan 
daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2016 adalah sebesar 





98,46% atau sesuai dengan tabel 4.4 Tahun 2017 dan  2018 tergolong masih  efisien. 
Mengingat keterbatasan jumlah anggaran kemampuan keuangan masih belum mampu 
membiayai secara keseluruhan program/kegiatan yang diharapkan. Solusi yang perlu 
dilakukan adalah dengan memprioritaskan program dan kegiatan perencanaan dan 
yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka prioritas belanja 
daerah diarahkan pada program/kegiatan seperti penanggulangan kemiskinan serta 
kesenjangan sosial, peningkatan kesempatan kerja, rentalisasi pertanian dan 
pendesaan, peningkatan infrastruktur, peningkatan aksesilibitas dan kualitas 
pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif ini pemerintah daerah Kabupaten 
Kepulauan Talaud harus mampu menjawab tuntutan tersebut melalui program dan 
kegiatan yang tercermin dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). 
Peneliti menyimpulkan, bahwa pemilihan kebijakan pembiayaan daerah yang 
berorientasi pada pendapatan daerah yang lebih tinggi daripada pendapatan belanja 
daerah akan menciptakan kebijakan pembiayaan yang surplus. Sebaliknya, belanja 
daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah menunjukkan 
kebijakan pembiayaan daerah yang benefit. Namun dalam teori keuangan publik 
mengekspektasikan hubungan terbalik (tidak searah) antara pembiayaan surplus 
(positif, pendapatan > belanja), maka kesejahteraan masyarakat menurun. Sebaliknya, 






4.2.4 Analsisi Rasio Keserasian Belanja Daerah  
Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung 
secara optimal (Halim, 2017:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan 
untuk belanja tidak langsung berarti persentase ekonomi masyarakat cenderung 
semakin kecil. Rasio Keserasian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Talaud dapat dihitung sebagai berikut : 
                              
                             
                       
     
                        
                       
                   
     
Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio belanja tidak langsusng dan 













Rasio Keserasian Belanja Daerah Tahun 2016-2018 
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Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020) 
Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa total belanja tidak langsung terhadap 
total belanja daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun Anggaran 2016 
sebesar 52,90%, Tahun Anggaran 2017 47,76%, dan pada Tahun Anggaran 2018 
sebesar 62,95%, sehingga rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja 
daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2016-2018 
sebesar 54,53%. Total belanja langsung terhadap total belanja daerah pada Tahun 
Anggaran 2016 sebesar 47,10%, Tahun Anggaran 2017 sebesar 52,23%, dan Tahun 
Anggaran 2018 sebesar 37,04%,. Memperlihatkan rasio alokasi belanja tidak 
langsung lebih besar dari belanja langsung. Menurut Titin (2012:6) Belanja 
Langsusng digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program dan 
kegiatan yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Belanja Langsung 
diharapkan mempunyai proposi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak 





telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan 
masyarakat.    
4.2.5 Analisis Rasio Pertumbuhan  
Analisis rasio pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar kemampuan 
pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang 
telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Analisis rasio pertumbuhan dapat 
digunakan untuk mengetahui perkembangan APBD, baik dari sisi pendapatan 
maupun dari sisi pengeluarannya atau belanja daerah. 
4.2.7. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah  
Tujuan dari analisis partumbuhan terhadap belanja daerah ialah melihat 
perkembangan belanja daerah, belanja tidak langsung maupun belanja langsung 
dalam perhitungan APBD selama periode yang di analisis. Rasio pertumbuhan ini 
berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam 
mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada tahun 
sebelumnya, baik terhadap belanja tidak langsung maupun belanja langsung.  
a. Pertumbuhan Belanja Tidak langsung  dan belanja Langsung  
Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud 
Tahun Anggaran 2016-2018 disajikan pada tabel 4.6 dan Pertumbuhan Belanja 
Langsung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016-2018 






Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung  
Tahun 2016-2018 
Tahun Realisasi (Rp) 
Rasio Pertumbuhan 
(%) 
2016 441.504.132.515,00 - 
2017 443.078.698.647,00 4,43 
2018 511.495.160.475,00 15,44 
                  Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020) 
Tabel 4.7 
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung  
Tahun 2016-2018 
Tahun Realisasi (Rp) Rasio Pertumbuhan (%) 
2016 393.098.647.048,00 - 
2017 437.531.296.737,00 11,3 
2018 300.956.292.901,00 -31,21 
      Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah (2020 
Berdasarkan tabel 4.6 belanja tidak langsung dapat dilihat bahwa rasio 
pertumbuhan untuk Tahun 2018 sebesar 15,44% dan untuk Tahun 2017 sebesar 
4,43%. yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dan berdasarkan tabel 4.7 
belanja langsung dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan negatif untuk pertumbuhan 
Tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan sebesar negatif 31,21% dan untuk Tahun 
2017 sebesar 11,30%.  
Tahun 2016-2018 belanja tidak langsung mangalami kenaikkan. Hal ini 
disebabkan adanya peningkatan yang tinggi dalam pembelanjaan pegawai. 
Pemebelanjaan pegawai dilakukan untuk mendukung program–program yang 





Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Langsung adalah belanja 
yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program 
merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program 
yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 
pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 
atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) 
adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari 
suatu kegiatan. 
Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Belanja Tidak Langsung merupakan 
belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 
dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang 
terdiri dari : Belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja bagi 
Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. 
Berdasarkan hasil yang di dapatkan peneliti dari lapangan terkait dengan tingginya 
belanja tidak langsung salah satu faktor yang mempengaruhi belanja tidak langsung 
lebih besar dari belanja langsung adalah  pemerintah masih mengutamakan kenaikan 





bahwa kinerja pegawai terkesan masih bermalas-malasan dapat dilihat dari jam kerja, 
pegawai yang hanya datang pada saat ketika pengambilan absen, pergi keluar pada 
saat jam kerja belum berakhir dan kembali lagi untuk mengisi absen pulang, dan 
biaya tak terduga pada saat mengadakan rapat instansi. Seharusnya Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Talaud memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang  
dapat dinikmati langsung oleh publik. Sebagai daerah di negara berkembang peran 
pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaaan pembangunan seharunya relatif 
besar, namun rasio belanja langsung yang masih relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai 
kebutuhan pembangunan dan memangkas anggaran yang tidak terlalu berdampak 
pada kesejahteraan masyarakat setempat atau setidaknya pertumbuhan belanja tidak 
langsung dan belanja langsung setara dalam mengeluarkan anggaran,  dengan begitu 





4.3 Analisis Belanja Sektor Pendidikan  
Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2013 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Bab IV pasal 10 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi 
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, kemudian Pasal 11 mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pmerintah Daerah 
memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin tersediaan 
guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh 
sampai dengan usia  lima belas. 
Landasan tentang Sistem Pendidikan Nasioanl di Kabupaten Kepulauan Talaud 
merumuskan beberapa misi pembangunan diantaranya mewujudkan peningkatan 
kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi yang berkualitas agar tercipta kesejahteraaan masyarakat. Peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dapat tercapai dengan 
pelaksanaan belanja pendidikan. Berdasarkan pengukuran tingkat efiktivitas anggaran 
belanja Dinas Pendidikan  Kabupaten Kepulauan Talaud didasarkan pada Laporan 
Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud 






4.3.1. Taraf  Pendidikan  
Taraf pendidikan mengalami peningkatan berdasarkan data melek huruf di  
Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 
2018. Perbaikan tingkat pendidikan tersebut didorong oleh meningkatnya Angka 
Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Karena 
mencerminkan persentase banyaknya penduduk yang masih bersekolah pada 
kelompok umur dan disetiap jenjang pendidikan. Kelompok umur tertentu yang 
masih bersekolah, sehingga dapat digunakan sebagai monitoring keberhasilan 
program 9 tahun. Tinggi randahnya angka partisipasi sekolah dan angka partipasi 
murni sangat tergantung pada banyaknya penduduk yang melanjutkan 
pendidikan/bersekolah.  Dapat dilihat pada gambar 4.1 Persentase penduduk usia 7-
24 Tahun menurut jenis kelamin kelompok umur sekolah, dan partisipasi sekolah di 
Kabupaten Kepulauan Talaud dan pada gambar 4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) 
dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten 










Gambar 4.1  
Angka Partisipasi sekolah 
 













Gambar 4.2  
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang 
pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud. 
          Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah (2020) 
Angka Partisipasi Sekolah menujukkan pada usia 7-24 Tahun berdasarkan pada 
jenis kelamin dan kelompok umur (laki-laki dan wanita) menunjukkan data yang 
tidak pernah bersekolah 1,43, yang masih sekolah 70,45, dan tidak sekolah 28,11. 
Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase lebih 
banyak terdapat pada jenjang pendidika dasar (SD) dengan total 95,04 dan terendah 
terdapat pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan total 70,54. 
Dari hasil diatas menunjukkan Angka Partipasi murni pada jenjang SMA adalah yang 





penelitian di lapangan antara lain adalah jarak rumah ke sekolah sangat jauh, orang 
tua tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan anaknya karena untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit, sehingga biaya-biaya yang cukup 
memberatkan adalah biaya personal yaitu buku, seragam, transportasi dan uang jajan. 
Kemampuan belajar anak yang rendah, didukung oleh rendahnya motivasi orang tua 
terhadap pendidikan (karena terkait dengan faktor ekonomi), dan dipengaruhi 
temannya juga yang tidak bersekolah. pandangan orang tua bahwa pendidikan bukan 
merupakan kebutuhan pokok, tamat SD saja sudah cukup karena banyak lulusan 
pendidikan tinggi yang menganggur.   
4.3.2 Pencapaian Kinerja Pemerintah Dalam Pendidikan  
Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (1) tentang 
Pendidikan Nasional. Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan 
kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap 
warga negara. Dalam hal ini pemerintah daerah harus selalu konsisten dalam 
menyediakan pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan merupakan salah satu 
kunci keberhasilan daerah sehingga dalam jangka panjang akan tercipta pertumbuhan 









Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat pada Pendidikan  
 
Program dan Kegiatan 
Kinerja Keuangan Hasil kinerja  manfaat Bagi 
Masyarakat 
Anggaran Realisasi 





















Kinerja pemerintah dalam program 
sarana dan prasarana agar seluruh 
siswa dapat menikmati ruang/gedung 
sekolah yang nyaman untuk belajar. 
Namun pembangunan sarana dan 
prasarana yang di anggarkan masih 
belum optimal, karena tidak seluruh 
sekolah mendapatkan pembangunan 
yang merata dan masih terdapat juga 
kebocoran atap gedung dan 
kerusakan pada fasilitas sekolah.  












Memberikan fasilitas gratis kepada 
siswa yang kurang mampu seperti 
buku, biaya spp, dan biaya iuran 
sekolah. Tetapi dari program tersebut 
ternayata tidak terlalu berpengaruh 
secara signifikan, karena siswa 
masih harus membayar buku, uang 
spp, dan iuran sekolah yang 





Tabel 4.8 (Lanjutan) 
Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat pada Pendidikan  
 
Program dan kegiatan 
Kinerja Keuangan  
Hasil kinerja  manfaat bagi masyarakat Anggaran Realisasi 
Program Peningkatan Mutu 
pendidikan dan Tenaga 
kependidikan 
418.830.592,00 418.830.592,00 Dengan adanya peningkatan mutu 
pendidikan dan tenaga kependidikan 
diharapkan mampu memberikan 
peningkatan kualitas pendidikan. 
Namun hasil yang didapatkan di 
lapangan menunjukkan manfaat yang 
ditimbulkan tidak terlalu signifikan 
karena terdapat mata pelajar yang tidak 
diterapkan seperti mata pelajaran  
bahasa inggris, pada Kabupaten 
Kepulauan Talaud tidak menerapkan 
mata pelajaran bahasa inggris. Dan 
tenaga kependidikan (guru) hanya 
menerapkan proses belajar mengajar 
secara dasar tanpa mendorong para 
siswa untuk lebih kreatif lagi dalam 
mengasa potensi yang ada dalam diri 
mereka.   






Program Kegiatan Pemerintah dalam pendidikan 
   
Sumber : Laporan Anggaran Kegiatan dinas pendidikan, data diolah (2020) 
Program peningkatan sarana dan prasarana Tahun 2016 pada pembangunan 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Beo (SMAN1), pengadaan kendaraan 
dinas/operasional, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan mebeleur, 
pengadaan computer, pemeliharaan rutin lapangan olahraga, rehabilitasi sedang/berat 
gedung kantor, pembangunan gelenggan olahraga dan pembangunan lanjut gedung 
aula dinas pendidikan sebesar 98,01%. Sedangkan pada Tahun 2017 mengalami 
penurunan sebesar 96,92% untuk 4 kegiatan pembangunan, dan pada Tahun 2018 
mengalami kenaikan sebesar 98,88% untuk 7 kegiatan peningkatan sarana dan 
prasarana. 
Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Tahun 2016 pemerintah 
memiliki 7 kegiatan pembangunan gedung sekolah dengan total presentase sebesar 


















sebesar 55,01%, dan pada Tahun 2018 pemerintah memiliki 8 kegiatan  
pembangunan sebesar 55,30%. Dari hasil tersebut menunjukkan pembangunan 
gedung sekolah dari tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami kenaikan yang cukup 
signifikan. 
Program peningkatan mutu dan tenaga kependidikan Tahun 2016 memiliki 
program lima kecil yaitu, program pelaksanaan sertifikasi pendidik, pengembangan 
sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan sebesar 95,78%  dan yang terdiri dari dua program tidak 
mendapatkan anggaran pemerintah yaitu program pelaksanaan uji kompetensi dan 
tenaga kependidikan, serta program pembangunan mutu dari kualitas program 
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan pada 
Tahun 2017 memiliki tiga program sebesar 91,41%, dan pada Tahun 2018 memiliki 
empat program dengan total sebesar 99,92%. Ini menunjukkan peningkatan yang 
signifikan dari tahun ke tahun. 
Dari seluruh Program/kegiatan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Talaud, dapat di simpulkan dari ketiga sasaran program besar diatas yaitu, 
program peningkatan sarana dan prasarana, program wajib belajar dasar sembilan 
tahun, dan program peningkatan mutu dan tenaga pendidik. Pada Tahun 2018 
program-program peningkatan mutu dan tenaga pendidik anggaran yang dikeluarkan 
sudah terealisasi sebesar 99,92% dibandingkan kedua program lainnya. Hasil 
menunjukkan bahwa tidak semua faktor pelayanan memperoleh benefit yang sama 





memberikan benefit bagi guru dan jumlah sekolah, dibandingkan dengan Angka 
Paritsipasi Murni (APM). Rendahnya pengaruh belanja pendidikan terhadap 
pencapaian APM mengindikasikan bahwa belanja pendidikan cenderung lebih fokus 
pada sisi supply pendidikan (ketersediaan tenaga pengajar dan infrastruktur untuk 
bersekolah). Hasil ini sesuai dengan data belanja daerah yang terdapat dalam laporan 
tiga program dimana, dinas pendidikan yang menunjukkan bahwa komponen gaji 
tenaga pengajar merupakan bagian paling besar dari kompesis belanja fungsi 
pendidikan. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud lebih banyak 
mengeluarkan biaya belanja di program pendidikan wajib belajar 9 tahun, fasilitas 
buku gratis, fasilitas seragam dan transportasi bus sekolah gratis bagi anak–anak 
untuk jarak tempu dari rumah ke sekolah terbilang jauh. Karna salah satu faktor  
menunjukan bahwa, APM dan APS lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal 
yaitu kemiskinan, yang dapat menyebabkan anak dan orang tuanya memiliki insentif 
lebih untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan bersekolah. dari hasil 
diatas menunjukkan bahwa belanja pada dinas pendidikan di katakana kurang efektiv 
pada program yang mengarah pada kapasitas sejahteraan masyarakat dalam 
memperoleh pendidikan. 
4.4. Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Talaud  
Kemiskinan adalah musuh bersama bagi tiap-tiap zaman. Tiap program 
pemerintah selalu diarahkan kepada pemberantasan kemiskinan, dana besar 
digerojokkan kedalam program pengantasan kemiskinan. Tetapi kemiskinan tetap 





kantong kemiskinan harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian bersama-sama 
dengan masyarakat dikawasan kemiskinan tersebut, pemerintah membuat 
perencanaan bersama (TRISAKTI : 2012).  
Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dipengaruhi oleh faktor : tingkat 
pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, gender dan kondisi 
lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) kemiskinan Kabupaten 
Kepulauan Talaud dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan. 
Grambar 4.3 






Gambar 4.3 merupakan gambaran garis kemiskinan dan penduduk di Kabupaten 
Kepulauan Talaud. Persentase penduduk miskin di Kabupate Kepulauan  Talaud pada 
Tahun 2018 adalah sebesar 9,50 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 
lalu. Garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2018 adalah Rp 
265.893,00 yang merupakan batas minimum pendapatan untuk dikategori sebagai 
penduduk tidak miskin.  
Di pedesaan  wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebab utama kemiskinan 
terutama di wilayah yang tergolong sangat miskin, yakni persoalan kepemilikan, 
kemanfaatan, dan pengelolaan tanah. Tanah yang luas dikuasai, dimiliki dan di 
manfaatkan oleh orang yang secara jumlah sangat sedikit. Sedangkan masyarakat 
yang secara jumlah besar hanya menguasai sedikit tanah, sehingga terjadi 
kesenjangan sosial. Di wilayah pertania kepemilikan sawa sebagian besar dikuasai 
oleh orang-orang yang berada di kota dan tidak mengantungkan hidupnya dari 
pertanian.  
4.5. Pencapaian Kinerja Pemerintah dalam Kemiskinan  
Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud  berdasarkan hasil 
pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, pengukuran capaian kinerja 
mencakup Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian Sasaran 
(PPS) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator 
kinerja yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja 





analisis berkaitan dengan pencapaian kinerja dalam rangka keberhasilan pelaksanaan 
tugas secara keseluruhan, dan pemberian peringkat (rating) terhadap instansi. 
Indikator Kinerja yang dipakai untuk mengukur capaian kinerja sasaran, program  
dan kegiatan adalah sebagai berikut :  
1. Sasaran 1, Peningkatan kualitas administrasi kantor melalui kinerja yang akurat, 
akuntabel, dan terpercaya. 
Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui indikator-indikator : 
a) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan 
b) Jumlah dokumen SPJ yang dihasilkan 
c) Jumlah LAKIP, TAPKIN, LPPD, LPT yang dihasilkan 
d) Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan 
e) Persentase pengelolaan pembayaran gaji tepat jumlah, waktu, dan sasaran 
f) Persentase pemeliharaan kendaraan dinas 
g) Jumlah dokumen laporan Barang Miliki Daerah (BMD)/Aset. 
2. Sasaran 2, Peningkatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan memberikan 
bantuan sosial berupa barang pabrikan bagi PMKS yang memiliki RTLH  
Sasaran ini dapat diukur melalui indikator : 
1) Jumlah Kepala Keluarga PMKS yang memiliki RTLH yang berhasil dibantu. 
2) Jumlah keluarga penerima manfaat PKH yang terdata. 
3.  Sasaran 3, Peningkatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi korban 





1) Persentase masalah-masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat dan 
kejadian luar biasa yang berhasil ditangani. 
4.  Sasaran  4, Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial  
Sasaran ini dapat diukur melalui indikator : 
1) Jumlah pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan di 19 kecamatan di 
Kabupaten Kepulauan Talaud. 
Capaian Kinerja Pemerintah Kepulauan Talaud terhadap 4 sasaran dari 4 program 
dapat di uraikan sebagai berikut :  
Tabel 4.9 
Distribusi Sasaran Menurut Jumlah Program, Indikator Kinerja dan Kegiatan 
Indikatif 
      Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Talaud, data diolah (2020) 
 
Analisis capaian kinerja terhadap 4 sasaran strategis, yang dilaksanakan 
Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dilakukan dengan  pengkategorian (rating) 
pencapaian hasil sebagai berikut :  
Sasaran Strategis 






1. Peningkatan kualitas administrasi kantor 
melalui kinerja yang akurat, akuntabel, 
dan terpercaya. 
1 7 10 
2. Peningkatan kesejahteraan sosial PMKS 
yang memiliki RTLH 
1 1 2 
3. Peningkatkan perlindungan sosial dan 
jaminan sosial bagi korban bencana alam 1 1 1 
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia 
Kesejahteraan Sosial 
1 1 1 



















1 BERHASIL    ( 85  s/d  100 ) 12 99,03 
2 CUKUP BERHASIL  ( 70  s/d  84 ) 0  
3 KURANG BERHASIL  ( 55  s/d  69 ) 0  
4 TIDAK BERHASIL  ( 0  s/d  54 ) 1 49,61 
 Jumlah 13 74,32 
    
       Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Talaud, data diolah (2020) 
 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja terhadap pelaksanaan 
Rencana Kinerja Tahunan strategis yang dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Talaud 
Tahun 2018 belum mencapai target kinerja yang maksimal dan secara 
keseluruhannya di kategorikan  cukup berhasil.  
Uraian atas analisis capaian kinerja yang di fokuskan pada 4 (empat) sasaran 











A. Realisasi Anggaran Tahun 2018 
 
Tabel 4.11 
Sasaran 1 “Peningkatan kualitas administrasi kantor melalui kinerja yang 
akurat, akuntabel, dan terpercaya 
 











Pagu Realisasi % 
A. Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 
1. Jumlah dokumen 
perencanaan yang 
dihasilkan  
2. Jumlah dokumen SPJ 
yang dihasilkan.  
3. Jumlah LAKIP, 
TAPKIN, LPPD, LPT 
yang dihasilkan 
4. Jumlah dokumen 
laporan keuangan 
yang dihasilkan.   
5. Persentase 
pengelolaan 
pembayaran gaji tepat 




an kendaraan dinas  
7. Jumlah dokumen 































































































































Sasaran  2  “Peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang memiliki 
RTLH” 




Sasaran 3 “Peningkatan perlindungan sosial jaminan sosial bagi masyarakat 
selama masa tanggap darurat” 












Pagu Realisasi % 
B. Program 
Pemberdayaan fakir 
miskin, KAT, dan 
PMKS lainnya 















































Indikator Kinerja Sat Target Realisasi % 
Anggaran 
Pagu Realisasi % 
C.  Pelayan Sosial dan 
Rehabilitasi Sosial 















































Sasaran  4 “Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial” 
 
Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah 
(2020) 
 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa indikator kinerja pencapaian sasaran telah 
tercapai dengan baik/berhasil. 
Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan rencana kerja Kabupaten 
Kepulauan Talaud dalam tahun 2018 berasal dari pos Dana Alokasi Umum (DAU), 




Indikator Kinerja Sat Target Realisasi % 
Anggaran 
Pagu Realisasi % 
















































Capaian Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Kepulauan Talaud  
SUMBER  ANG SUMBER  
ANGGARAN SUMBER  
ANGGARAN  
PAGU 
ANGGARAN     
(Rp) 
 






BELANJA TIDAK LANGSUNG 
a. Gaji dan tunjangan 
b. Tambahan penghasilan 


















Jumlah 2.459.664.470,- 2.408.589.036,-  
BELANJA LANGSUNG 
 
a. Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 
b. Program Pemberdayaan Fakir 
Miskin, KAT, dan PMKS 
lainnya 
c. Program Pelayanan Rehabilitasi 
dan Kesejahteraan Sosial 































Jumlah 6.900.069.100,- 6.756.428.348,- 97,92 
 
TOTAL 











Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat Miskin 
 
Program dan kegiatan 
Kinerja Keuangan Hasil kinerja  manfaat bagi masyarakat 
Anggaran Realisasi 
Program Pemberdayaan Masyarakat 






























Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, 
pemerintah memberikan sasaran target pada Rumah Tidak 
Layak Huni (RTLH) agar masyarakat dapat tinggal 
dengan layak. Namun dalam program ini ternyata belum 
semua mendapatkan bantuan, hanya beberapa jumlah KK 
di setiap kecamatan saja yang bisa ditargetkan yang bisa 
menerima bantuan. Secara anggaran program ini sudah 
cukup efektiv, tapi seharusnya program ini akan lebih 
efektiv apabila pemerintah melakukan pemberataan 
kepada masyarakat-masyarakat di setiap kecamatan untuk 
mendapatkan bantuan (RTLH). Sehingga manfaat yang 
akan dirasakan masyarakat dapat dikatakan efektiv. 






Tabel 4.16 (Lanjutan) 
Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat Miskin 
 
Program dan kegiatan 
Kinerja Keuangan  
Hasil kinerja  manfaat bagi masyarakat Anggaran Realisasi 
Program Pelayanan Sosial dan 






























Dalam program pelayanan sosial dan rehabilitas sosial, 
Memberikan fasilitas gratis kepada masyarakat penyandang 
khusus yang tidak mempunyai biaya untuk berobat dan 
membeli alat medis seperti kursi roda atau alat medis 
lainnya, sehingga pemerintah memberikan bantuan biaya 
sesuai dengan yang telah di anggarkan. Dari program ini 
dan hasil di lapangan sudah di katakan berhasil, karena 
masyarakat penyandang khusus telah di data dan telah 
meneriman  bantuan yang telah di berikan pemerintah 
sesuai dengan yang dianggarkan dan telah terealisasi 
dengan baik. Maka dari itu pemerintah harus 
mempertahakan kinerja agar dapat memberikan manfaat 
jangka panjang bagi masyarakat untuk tidak putus semangat 
walaupun memiliki keterbatasan fisik. 





Tabel 4.16 (Lanjutan) 
Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat Miskin 
 
Program dan kegiatan 
Kinerja Keuangan  
Hasil kinerja  manfaat bagi masyarakat Anggaran Realisasi 



























Dalam program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 
diharapkan menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman, 
serta tata tertib dalam masyarakat untuk mendorong 
peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat 
melalui program pemberdayaan kelembagaan masyarakat. 
Dalam program ini apa yang dianggarkan dan direalisasikan 
sudah cukup berhasil, namun dari hasil lapangan belum 
terasa efektiv bagi masyarakat, di karenakan masih ada 
masyarakat yang belum menerima manfaat langsung dalam 
program yang di buat pemerintah. 
 





Dari pengukuran capaian indikator-indikator di atas, indikator kinerja dari  sasaran 
strategis dapat dikategorikan cukup berhasil dalam meberikan manfaat yang dapat 
dinikmati masyarakat. Karena dana anggaran  yang tersedia harus dimanfaatkan 
dengan baik untuk menghasilakan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang 
maksimal guna kepentingan masyarakat. Namun masih ada beberapa kekurangan 
yang harus di pantau kembali Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terkait 
dengan pendataan masyarakat untuk mendapatkan bantuan karena pada sasaran  
program pemberdayaan masyarakat miskin yang di dalamnya terdapat Program 
Rumah Layak Huni (RHLT) masih ada beberapa masyarakat (KK) di setiap 
kecamatan yang belum mendapatkan bantuan akibat anggaran yang di targetkan 
masih sangat terbatas. Oleh karena itu perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Talaud perlu penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, 
serta indikator kinerja yang ingin di capai dan penetapan prioritas kegiatan. Dalam 
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa 
penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 
serta  msyarakat. 
Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas 
pembangunan manusia. Mardiaso (2002), menyatakan bahwa era otonomi, 
pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar 
masyarakat. Sejalan dengan peningkatan pelayanan yang diharapkan dapat 





Dari Penelitian ini peneliti mengemukakan dari seluruh program/kegiatan yang 
dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, meskipun program yang 
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan mengurangi kemiskinan secara 
langsung, namun pada dasarnya faktor pendapat ajak dan retribusi  Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Talaud yang tinggi akan sangat menyulitkan masyarakat. 
Dengan menggeserkan pendapatan pajak dan pengalihan kebijakan kepada 
masyarakat yang lebih rendah membawa masyarakat diatas garis kemiskinan. Karena 
pendapatan daerah dari hasil pajak dan retribusi yang tinggi akan membawa 
penurunan kemiskinan yang rendah. Sedangkan pengeluaran belanja yang lebih 
tinggi terhadap program kesejahteraan masyarakat, akan menurunkan tingkat 
kemiskinan yang lebih tinggi. Kesejahteraan sosial yang tinggi akan dapat 
mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi belanja langsung yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, samakin rendah juga tingkat kemiskinan dari daerah tersebut. Karena 
dalam teori keuangan publik mengekspektasikan hubungan terbalik (tidak searah) 
antara pembiayaan surplus (positif, pendapatan > belanja), maka kesejahteraan 
masyarakat menurun. Sebaliknya, pembiayaan defisit (negatif, pendapatan < belanja), 
maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Talaud harus bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak 
membebani masyarakat setempat. Kebijakan yang terarah dengan baik akan 
menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan SDM yang lebih baik dan akan membawa 








5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka  dapat 
ditarik kesimpulan bahwa Kinerja dan Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kepulauan 
Talaud dalam mengalokasikan dan merealisasikan dana anggaran daerah untuk 
pembangunan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal dapat dilihat hasil 
program pemerintah yang dimana terdapat dua  faktor yaitu faktor pendidikan dan 
kemiskinan.  
Dimana dari kedua faktor tersebut pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud masih 
belum bisa optimal dalam mengalokasikan dan merealisasikan dana, seperti dalam 
pembahasan diatas, pada program pendidikan seharusnya pemerintah mengutamakan 
program wajib belajar 9 tahun, karena  dengan begitu masyarakat dapat menerima 
pelayanan pendidikan secara gratis tanpa perlu terbebani dengan biaya sekolah, biaya 
buku, dan biaya iuran sekolah dan akan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah 
(APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sehingga pendidikan di Kabupaten 
Kepulauan Talaud akan mengalami peningkatan kemajuan kualitas pendidikan, 
sedangkan  pada tingkat kemiskinan meskipun terdapat program-program yang 
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, namun ternyata tidak sesuai dengan hasil 
lapangan dikarenakan sebagian masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program 
tersebut salah satu programnya yaitu program rumah tak layak huni (RTLH) dimana 





bantuan dari program (RTLH). Dari penjelasan diatas, seharusnya dengan adanya 
pemerataan anggaran dana pada peningkatan program pendidikan dan program 
kesejahteraan masyarakat yang baik maka akan tercipta suatu pembangunan daerah 
dan sumber daya manusia yang efektiv dan berkualitas dengan begitu akan 
menurunkan angka kemiskinan pada daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. 
5.2 Saran  
Saran dari peneliti untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu  perlu 
adanya penatahan kembali permasalahan keuangan daerah dengan konsisten pada 
prinsip-prinsip tata kelolah pemerintah yang baik dan meningkatkan lagi efektivitas 
program/kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pada 
pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, dimana pemerintah daerah harus 
mempunyai upaya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah akibat 
adanya beban biaya dari sekolah yang menjadi salah satu faktor orang tua tidak 
mampu membiayai anaknya untuk bersekolah sehingga orang tua dan anak lebih 
memilih insentif untuk bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan dari pada bersekolah. 
Karena Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 
berkurangnya jumlah kemiskinan, apabila masyarakat mendapatkan akses pendidikan 
yang mudah, maka potensi untuk sumber daya manusia akan meningkat dan dengan 
adanya pemerataan bantuan program/kegiatan pemerintah, masyarakat dapat 
menikmati langsung manfaat dari hasil kinerja dan pencapaian pemerintah, dengan 
begitu dana anggaran yang dikeluarkan pemerintah akan terealisasi dengan baik 
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Lampiran 4. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif  Per Kegiatan Dinas 









































































































































































































































































Lampiran 13. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 















Lampiran 14. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
















Lampiran 15. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daearah (BPKAD) Tahun 2018 
 
 
 
